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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi QRIS (Quick Response 

Code Indonesia Standard). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara. Informan penelitian 

terdiri dari kepala UPTP, Kepala Seksi Penerimaan, dan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS. Analisis data dilakukan dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu : 1) Pengetahuan perpajakan. 2) 

Sosialisasi perpajakan. 3) Penerapan QRIS sebagai metode pembayaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang efektif, dan penerapan teknologi pembayaran yang memadai merupakan faktor 

penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. 

 

Kata kunci: Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor, QRIS, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Metode 

Pembayaran. 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to identify and describe the factors influencing public compliance in paying motor vehicle tax through 

the QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) application. The research method used is qualitative with a case study 

approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara. 

The research informants consisted of the head of UPTP, Head of the Receipt Section, and taxpayers who use the QRIS 

application. Data analysis was done by data reduction, presentation, and concluding. The study's results indicate that three 

main factors influence public compliance in paying motor vehicle tax: 1) Tax knowledge. 2) Tax socialization. 3) 

Implementation of QRIS as a payment method. This study concludes that tax knowledge, effective socialization, and the 

implementation of adequate payment technology are important factors in increasing public compliance with tax obligations. 

 

Keywords: Compliance, Motor Vehicle Tax, QRIS, Tax Knowledge, Tax Socialization, Payment Methods. 

 

 

Pendahuluan 
 

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban akan perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara [1][2], [3], 

[4]. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan Qris untuk melayani masyarakat yang ingin 

membayar pajak kendaraan di Samsat se-Sulawesi Selatan. Penggunaaan Qris diharapkan mampu memberikan kemudahan 

dan kenyamanan yang praktis digunakan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan secara non-tunai. Jumlah penggunaan 

internet setiap tahunnya semakin meningkat, karena itu pemerintah mulai menggunakan sistem E-Samsat dalam upaya serupa 

untuk membuat wajib pajak kendaraan bermotor lebih memperhatikan pembayaran pajaknya sejalan dengan meningkatnya 

jumlah masyarakat yang menggunakan internet setiap hari. E-Samsat ialah layanan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak 

untuk memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak kendaraannya. Diharapkan dengan E-Samsat yang merupakan 

layanan elektronik ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja [1], [5], [6], [7], 

[8].  

Wajib pajak dapat menggunakan layanan Samsat Drive Thru untuk menyelesaikan transaksi tanpa harus meninggalkan 

kendaraannya. Pengesahan SWDKLLJ (Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan) dan pengesahan STNK (Nomor Kendaraan) 

adalah contoh pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan e-banking atau ATM 

Bank yang bekerja sama di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Pemerintah daerah mampu memperoleh 

keuntungan dari penggunaan E-Samsat karena informasi yang diberikan lebih akurat dan terkini tentang pajak kendaraan [5]. 
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Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor 

dengan menerapkan sanksi pajak. [8], [9], [10] dalam [11], [12], [13], [14] berpendapat bahwa sanksi pajak berperan penting 

dalam memberikan ganjaran bagi para wajib pajak yang melanggar atau mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. 

[15] menemukan bahwa faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memilki pengaruh yang juga besar terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dalam kondisi tersebut berarti bahwa persepsi atau keyakinan wajib 

pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor[16], [17]. Penerapan sanksi pajak 

diharapkan dapat mendisiplinkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, akan tetapi dalam 

realisasinya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi terhadap informasi mengenai pajak, kualitas 

pelayanan perpajakan, pendapatan wajib pajak, dan lain sebagainya [2], [3], [7], [18].  

Setiap pemilik kendaraan bermotor harus membayar kewajiban pajak mereka. Pajak yang diserahkan oleh setiap pemilik 

kendaraan bermotor mencerminkan bentuk partisipasi dalam pembangunan lokal. Infrastruktur jalan untuk kendaraan dan 

proyek-proyek pembangunan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah diperbarui dengan dana pajak 

kendaraan bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Pendapatan negara berasal dari sejumlah sektor yang melibatkan 

penerimaan di dalam Negeri dan hibah [4], [18], [19], [20], [21], [22]. Pendapatan sektor non-pajak mencakup diantaranya 

pendapatan sumber daya alam, bagian keuntungan BUMN dan penerimaan non pajak lainnya. Keterlibatan wajib pajak dalam 

proses pengumpulan pajak sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan fenomena yang telah 

diuraikan maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor penentu 

kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis QRIS pada UPTP 

SAMSAT Makassar 2 Utara. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Jenis penelitian yang telah digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor UPTP SAMSAT 

Makassar 2 Utara Kecamatan BiringKanaya Sulawesi Selatan serta waktu penelitian dilakukan selama dua Bulan. Data yang 

digunakan yakni data perimer dan data sekunder yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian 

kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh 

data yang akurat dan akuntabel, maka dipilih informan yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai Kepatuhan 

Masyarakat Terhadap Aplikasi Pembayaran Pajak Sepeda Motor Berbasis QRIS di Kota Makassar. 

 

Sampel penelitian 

Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai berikut; 

Tabel 1 Sampel penelitian 

 

No Nama Inisial Jabatan 

1. Muhammad Khadapi S.STP,MM MK Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara 

2. Tasri Tadjuddin, S.Sos TT Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan 

3. Fika F Wajib Pajak Pengguna QRIS 

4. Dedi Triono DT Wajib Pajak Pengguna QRIS 

5. Citra Nurul Annisa CAN Wajib Pajak Pengguna QRIS 

6. Nahda Rachel Syavika NRS Wajib Pajak Pengguna QRIS 

7. Mifta Triya Hasana MTH Wajib Pajak Pengguna QRIS 

8. Muh Anas MA Wajib Pajak Pengguna QRIS 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 
 

Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara 

perpajakan yang benar. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak 

akan mau untuk membayarkan pajaknya. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor 

mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menggunakan QRIS. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung 

lebih patuh dan memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran digital ini. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, 

maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib 

pajak membayarkan pajaknya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara dengan pengetahuan perpajakan: 
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“Diharapkan dengan adanya pelayanan berbasis QRIS ini mampu memudahkan masyarakat dan semakin sadar akan 

pentingnya membayar pajak tepat waktu tentunya melalui berbagai kegiatan yang ada seperti salah satunya sosialisasi 

program insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tentunya diharapkan adalah masyarakat semakin sadar dalam 

membayar pajak kendaraan motornya serta memanfaatkan insentif yang diberikan untuk meringankan beban pembayaran” 

(wawancara dengan MK 7 Februari 2025) 

 

Kemudian diperjelas dengan pernyataan oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan yaitu sebagai berikut: 

“Dengan adanya aplikasi QRIS ini tentu lebih memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan motornya yang 

secara tidak langsung ini juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraannya 

karena tidak lagi harus antri dan ini meminimalisir adanya pungli tentunya” (wawancara dengan TT 7 Februari 2025) 

 

Kemudian diperjelas dengan pernyataan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut: 

“Pelayanan yang diluncurkan oleh UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara berbasis QRIS ini memudahkan saya sebagai 

pengguna non tunai untuk membayar pajak kendaraan motor saya” (wawancara dengan MA 7 Februari 2025) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor, 

semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang menekankan pentingnya pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selanjutnya dapat 

disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung dari pihak SAMSAT Makassar 2 Utara pada indikator 

pengetahuan perpajakan dapat dikatakan efektif dengan melihat pemberian pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat 

seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis QRIS dengan tujuan dan sasaran adanya sistem ini yaitu untuk 

meningkatkan kepatuhan dan memberikan transparansi kepada masyarakat/wajib pajak. 

 

Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara untuk memberikan sebuah 

pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik 

peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi 

perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah 

kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung 

antara lain melalui internet, penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui instagram atau televisi. Sosial media 

menjadi salah satu media yang berperan dalam tercapainya tujuan dari sosialisasi, karena dengan sosial media sosialisasi dapat 

dijangkau oleh masyarakat luas dan sosialisasi lebih bersifat umum, dibuktikan dengan mayoritas wajib pajak mengetahui 

adanya sistem pembayaran QRIS ini melalui media sosial karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya dapat 

disimpulkan dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan maka sosialisasi yang efektif berperan dalam meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pemanfaatan media sosial dan kampanye informasi 

secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu sebagai berikut: 

“Kita juga pernah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak menggunakan QRIS melalui sosial media instagram 

kami dengan harapan ini dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak 

kendaraan mereka” (wawancara dengan MK 7 Februari 2025). 

 

Kemudian ditambahkan pernyataan dari wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut: 

“Saya mengetahui pelayanan pembayaran pajak menggunakan aplikasi QRIS ini itu melalui salah satu postingan 

instagram SAMSAT Makassar 2 Utara dan juga melalui brosur yang tersedia di kantor SAMSAT” (wawancara dengan F 7 

Februari 2025). 

 

Kemudian ditambahkan juga oleh wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut: 

“Membayar pajak menggunakan QRIS memberikan pengalaman yang baik, kenyamanan dan keamanan untuk saya dalam 

melakukan transaksi sehingga saya lebih sering menggunakan QRIS ini dalam pembayaran sehari-hari” (wawancara 

dengan NRS 7 Februari 2025). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan juga informasi tentang 

pelayanan perpajakan yang dapat diakses dengan mudah,aman dan nyaman untuk wajib pajak. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Attribution Theory, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya 

pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
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kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak 

sehingga patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh [6]. 

 

Pelayanan Penerapan QRIS sebagai Pembayaran Perpajakan 

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan 

pajaknya salah satu pelayanan yang diberikan UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu pembayaran berbasis 

QRIS dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobile Banking. Layanan 

pembayaran tersebut merupakan layanan yang memberikan keuntungan serta kemudahan pembayaran yang 

dilakukan langsung oleh wajib pajak berbasis QRIS, diharapkan dapat menghindarkan dari percaloaan, 

menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan serta tentunya 

memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan wawancara yang 

dilakukan bahwa penerapan QRIS memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor serta 

mengurangi risiko pungutan liar. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil yang 

mempengaruhi kelancaran transaksi tersebut. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS adalah sebagai berikut: 

“Saya menggunakan QRIS ini dalam transaksi sehari-hari termasuk salah satunya adalah pembayaran pajak 

kendaraan motor saya. Tentunya ini lebih mengefisienkan waktu dalam bertransaksi tanpa harus menunggu 

kembalian tunai lagi” (wawancara dengan MTH 7 Februari 2025). 

 

Kemudian hal ini diperjelas oleh Kepala UPT SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu sebagai berikut: 

“Penerapan pembayaran berbasis QRIS ini juga dapat meminimalisir pungli karena tagihan yang muncul itu dibayarkan 

sesuai dengan nominal yang tertera, namun ada juga kendala yang biasanya muncul adalah jaringan yang kurang stabil 

sehingga kadang terdapat kesalahan penginputan tagihan wajib pajak sehingga dana tersebut harus dilakukan pengembalian 

secara tunai” (wawancara dengan MK 7 Februari 2025). 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan yaitu sebagai berikut: 

“Memang salah satu kendala yang biasa kami hadapi untuk pembayaran QRIS ini adalah jaringan internet yang kadang 

kurang stabil sehingga kami harus mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tunai atau transfer via bank” 

(wawancara dengan TT 7 Februari 2025). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat perpajakan 

kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang perpajakan, akses iformasi tentang perpajakan 

kendaraan bermotor dan kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data 

reaslisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020-2022 sejak adanya layanan pembayaran berbasis QRIS. 

 
Tabel 2. Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA.2020 

Jenis/Objek Penerimaan Pajak 
Target Perubahan  Ta. 

2020 
Realisasi S/D Bln Desember % 

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 280.798.695.000 Rp 250.144.333.747 89,08 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 173.610.830.000  Rp 178.003.433.830  102,53 

Pajak Air Permukaan Rp 202.000  Rp 232.785  115,24 

Retribusi Jasa Usaha Rp 14.400.000  Rp 19.124.800 132,81 

Pendapatan Denda Pajak Rp 25.645.700.000  Rp 7.052.664.705  27,50 

JUMLAH Rp 454.449.772.700 Rp 435.219.789.867 95,76 

 

Dari tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan Wilayah 

Makassar II pada tahun 2020 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 435.219.789.867,- dengan persentase  sebesar 

95.76% dari keseluruhan target perubahan TA. 2020 Rp 454.449.727.700,-. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 

89,08% dengan total realisasi Rp 250.144.333.747,- dari target perubahan 280.798.695.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor mencapai 102.53% dengan total realisasi Rp 178.003.433.830,- dari target perubahan 173.610.830.000,-. Pada 

Pajak Air Permukaan mencapai 115,24% dengan total realisasi Rp 232.785,- dari target perubahan Rp 202.000,-. Pada 

Retribusi Jasa Usaha mencapai 132,81% dengan total realisasi Rp 19.124.800,- dari target perubahan Rp 14.400.000,-. 

Pendapatan Denda Pajak mencapai 27,50% dengan total realisasi Rp 7.052.664.705,- dari target perubahan Rp 

25.645.700.000. 
Tabel 3.Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2021 

Jenis/Objek Penerimaan Pajak 
Target Perubahan  Ta. 

2020 
Realisasi S/D Bln Desember % 

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 260.693.596.000 Rp 245.141.343.727 94,03 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 173.610.830.000  Rp 178.003.433.830  102,53 
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Pajak Air Permukaan Rp 202.000  Rp 232.785  115,24 

Retribusi Jasa Usaha Rp 14.400.000  Rp 19.124.800 132,81 

Pendapatan Denda Pajak Rp 25.645.700.000  Rp 7.052.664.705  27,50 

JUMLAH Rp 459.964.728.000 Rp 430.216.831.463 93,53 

 

Dari tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan Wilayah 

Makassar II pada tahun 2021 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 430.216.831.463,- dengan persentase sebesar 

93,53% dari keseluruhan target perubahan TA. 2021 Rp 459.964.728.000,-. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 

94.03% dengan total realisasi Rp 245.141.343.727,- dari target perubahan Rp 260.693.596.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor mencapai 102.53% dengan total realisasi Rp 178.003.433.830,- dari target perubahan 173.610.830.000,-. Pada 

Pajak Air Permukaan mencapai 115,24% dengan total realisasi Rp 232.785,- dari target perubahan Rp 202.000,-. Pada 

Retribusi Jasa Usaha mencapai 132,81% dengan total realisasi Rp 19.124.800,- dari target perubahan Rp 14.400.000,-. 

Pendapatan Denda Pajak mencapai 27,50% dengan total realisasi Rp 7.052.664.705,- dari target perubahan Rp 

25.645.700.000. 

 

Tabel 2.3 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2022 

 

Jenis/Objek Penerimaan Pajak Target Perubahan  Ta. 2022 Realisasi S/D Bln Desember % 

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 207.660.167.000 Rp 212.510.551.370 102,34 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 119.320.738.000 Rp 129.067.711.064 108.17 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP Rp 36.642.000 Rp 26.977.876  

Volume Pengambilan Air (M3) Rp 36.642.000 Rp 26.977.876  

PT. Katingan Timber Rp 36.228.000 Rp 26.594.572  

PLTU Tallo Rp 414.000 Rp 383.304  

Pendapatan Dari Barang Milik Daerah Rp 14.400.000 Rp 14.400.000 100,00 

Sewa Barang Milik Daerah Rp 14.400.000 Rp 14.400.000 100,00 

Sewa Lahan ATM Bank Sulselbar Rp 14.400.000 Rp 14.400.000  

Pendapatan Denda Pajak Rp 18.165.758.000 Rp 6.171.879.613 33.98 

Pend.Denda Pajak Kendaran Bermotor Rp 16.446.246.000 Rp 5.437.875.820 33.06 

Pendapatan Denda Pajak BBN-KB Rp 1.719.512.000 Rp 734.003.793 42.69 

JUMLAH Rp 345.197.705.000 Rp 347.791.519.923 100.75 

 

 

Dari tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan 

Wilayah Makassar II pada tahun 2022 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 347.791.519.923,- dengan 

persentase sebesar 100,75% dari keseluruhan target perubahan TA. 2022 Rp 345.197.705.000,-. Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) mencapai 102,34% dengan total realisasi Rp 212.510.551.370,- dari target perubahan Rp 207.660.167.000,-. Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor mencapai 108.17% dengan total realisasi Rp 129.067.711.064,- dari target perubahan Rp 

119.320.738.000,-. Pada objek penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP dengan total target perubahan TA. 2022 

Rp 36.642.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 26.977.876,- yang terdiri dari PT. Katingan Timber mencapai realisasi sebesar 

Rp 26.594.572,- dari target perubahan sebesar Rp 36.228.000,- dan PLTU Tallo mencapai realisasi sebesar Rp 383.304,- dari 

total target Rp 414.000, Adapun pendapatan dari Barang Milik Daerah tidak mengalami perubahan yakni Rp 14.400.000 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memahami 

peraturan, tata cara pembayaran, serta manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, dan 

penerapan QRIS diharapkan mampu semakin mendorong kesadaran serta kemudahan dalam pembayaran tepat 

waktu. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif, baik melalui media sosial maupun media 

cetak seperti brosur di Kantor Samsat, terbukti mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak. Semakin luas 

jangkauan sosialisasi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan, terutama dalam memahami cara penggunaan QRIS 

sebagai metode pembayaran yang lebih mudah dan aman. Lebih lanjut, penerapan QRIS memberikan manfaat 

berupa kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pembayaran pajak, sekaligus mengurangi risiko 

pungutan liar serta mempercepat transaksi, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan jaringan internet. 

Secara keseluruhan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang efektif, dan dukungan teknologi melalui QRIS 

merupakan faktor krusial yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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